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ABSTRAK

Tujuan dari penclitian ini adalah untuk mengevaluasi kedudukan hukum dan
kcwen.angan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam kerangka sistem
pemerintahan daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Dacrah. Selain itu, penelitian ini akan meninjau kewenangan
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berdasarkan prinsip-prinsip otonomi dacrah. Dua
masalah utama yang dibahas adalah proses penunjukan Kepala Otorita IKN, yang
dilakukan secara langsung oleh Presiden tanpa mekanisme demokrasi yang lebih
luas dan kemungkinan konflik antara kewenangan Kepala Otorita IKN dan prinsip
desentralisasi, yang merupakan dasar pemerintahan daerah di Indonesia. Dalam
penelitian ini, konsep dan teori yang berkaitan dengan peran dan wewenang Kepala
Otorita IKN dalam konteks otonomi daerah digunakan. Kajian ini dilakukan
menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan memeriksa undang-undang yang
relevan, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan
prinsip-prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Otorita IKN memiliki
kedudukan setingkat menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,
namun hal ini memunculkan kontradiksi dengan prinsip desentralisasi dan otonomi
daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu,
mekanisme penunjukan Kepala Otorita yang tidak melalui pemilihan demokratis
dapat mengurangi legitimasi masyarakat lokal. Dengan demikian, penclitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan prinsip demokrasi dan
otonomi dacrah dalam pengelolaan Ibu Kota Nusantara sebagai dacrah khusus di

Indonesia.
Kata Kunci : Kepala Otorita IKN, Otonomi Dacrah, Desentralisasi, Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2022.




ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate the legal position and authority of the Head
of the Nusantara Capital Authority (IKN) within the framework of the regional
government system regulated by Law Number 23 of 2014 concerning Regional
Government. In addition, this study will review the authority of the Head of the
Nusantara Capital City Authority based on the principles of regional autonomy. The
two main issues discussed are the appointment process of the Head of the Nusantara
Capital Authority, which is done directly by the President without a broader
democratic mechanism and the possible conflict between the authority of the Head
of the Nusantara Capital Authority and the principle of decentralization, which is
the basis of local government in Indonesia. In this study, concepts and theories
relating to the role and authority of the Head of the IKN Authority in the context of
regional autonomy are used. The study was conducted using a normative juridical
approach by examining relevant laws, such as Law Number 3 Year 2022 on the
National Capital City and the principles of regional autonomy stipulated in the 1945
Constitution. The findings of this study show that the Head of the IKN Authority has
a ministerial-level position and is directly responsible to the President, but this
creates a contradiction with the principles of decentralization and regional
autonomy as stipulated in the 1945 Constitution. In addition, the appointment
mechanism of the Head of the Authority, which is not through democratic elections,
may reduce the legitimacy of the local community. Thus, this research is expected to
contribute to the strengthening of the principles of democracy and regional
autonomy in the management of the Nusantara Capital City as a special region in

Indonesia.
Keywords: Head of IKN Authority, Regional Autonomy, Decentralization, Law

Number 3 of 2022.
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